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Menimbang :

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

a.

1.

NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

bahwa dengan berlakunya Undangzhipd Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, makagaebmplementasi

pelaksanaannya perlu diatur tersendiri dengan WaraDaerah;

bahwa Retribusi Jasa Usaha merupakan salahseatber pendapatan

daerah yang penting guna membiayai pelaksanaanripéahan daerabh;

bahwa kebijakan Retribusi Jasa Usaha dilaksanberdasarkan prinsip
demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran sertayanaliat, dan

akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerabh;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagainvas&suid dalam huruf a,
huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan rédaetentang

Retribusi Jasa Usaha.

Undang-Undang Nomor 69 TahuB8lfentang Pembentukan Daerah
Daerah tingkat Il dalam Wilayah Tingkat | Bali , duTenggara Barat ,
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Repuididnesia Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Daerah );

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kgamm Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 N@mpTambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ;



w

10.

11.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 TentandodPelaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 ddomb5
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No3tfs)4
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentamgb@atukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Iisti@ahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanelomor
4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Rksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara pdram Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahanbagan Negara
Republik Indonesia Nomor 4400 ) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Retakan Daerah
(Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 2004 Norh®5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoméB7}4
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhgastebdndang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atdangddJndang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daeraml{aen Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahanbagan Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentamgnBangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah @@ambNegara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambaha&amHdaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentangyBeda (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Edrab Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Hesataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 NdrhpTambahan

Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4966);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentangu Laintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indondaaun 2009
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik IndanB®mor
4849);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentd&wak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indendgahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indlansomor
5049);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993ngnAngkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 N&#9pTambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993arigntPemeriksaan
Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Ripubtionesia
Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Repntionesia
Nomor 3528);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 200%rignSistem Informasi
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indarngshun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Irglariéomor

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005arigntPengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesiaun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik InslanEomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005arngntPedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemeiaaiah (
Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 165, Tharbd embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4594 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 200@rgrPenggelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik mekia Tahun 2006
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indad&9);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 200argnPembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daeratiin§l, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negaepulitik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan LembargardeRepublik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 200arignPengelolaan Uang
Negara / Daerah ( Lembaran Negara Republik Indan&ahun 2007
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik InslanBlomor
4738) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007angntOrganisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indan€ahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik IndanB®mor
4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Ta2@®6 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah.



22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK@¥2tentang Tata Cara
Pengenaan Sangsi Terhadap Ketentuan di Bidandg Bxgarah dan

Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
dan
BUPATI LOMBOK BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSASA USAHA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urwsaeriptahan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Lombok Barat dan Dewan Perwakiakyat Daerah Kabupaten
Lombok Barat menurut asas otonomi dan Tugas Pendyardengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara tliasa Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang DasaraNBgpublik Indonesia Tahun

1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Dasbagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutngamgkat DPRD, adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah Kabupaten Lombok Baratagab unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas terteridang retribusi daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribagalah pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertesug Khusus disediakan dan/atau

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentirmgang pribadi atau Badan.

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yangpakan kesatuan, baik yang
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbataseman komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badsaha milik daerah (BUMD)

dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kokgperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi fnasganisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan laiterynasuk kontrak investasi kolektif
dan bentuk usaha tetap.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa dsahgelayanan yang menyebabkan
barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yampgtddinikmati oleh orang pribadi atau

Badan.

Jasa Usaha adalah jasa yan disediakan oleh PeaheDaerah dengan menganut prinsip-
prinsip komersial karena pada dasarnya dapat psgaidkan oleh sektor swasta.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badangyarenurut peraturan perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan peraken retribusi, termasuk

pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu terteaigymerupakan batas waktu bagi
Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan peaizitertentu dari Pemerintah Daerah
yang bersangkutan.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutny@ingkat SSRD, adalah bukti

pembayaran atau penyetoran retribusi yang telakuibn dengan menggunakan formulir
atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daemhalui tempat pembayaran yang

ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjuttigtngkat SKRD, adalah surat
ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jupdkbk retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yasalgnjutnya disebut SKRDLB,
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukiabikan retribusi karena jumlah kredit

retribusi lebih besar daripada retribusi yang ergtatau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutngingkat STRD, adalah surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi adtmaiSberupa bunga dan/atau denda.
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulapdaghimpunan data objek dan
subjek pajak , penentuan besarnya pajak yang teyampai kegiatan penagihan pajak
kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetgaan



